Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id SALINAN
PUTUSAN
Nomor 2451/Pdt.G/2024/PA.Kbm
".:’-JJ\&B‘JJ\AMM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan
secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :
Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 22 April 1987, agama Islam,

Pekerjaan Sekretaris Desa, Pendidikan Strata |, tempat
kediaman di Dukuh Kebaturan, RT.002 RW.001, Xxxxx, sebagai
Penggugat;

melawan;

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 27 Desember 1984, agama Islam,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Di rumah paman Tergugat
yang bernama Bapak Ahmadi di Dukuh Sumberan, RT.006
RW.002, Xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November

2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2451/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal

20 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2008, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama
selama kurang lebih 12 tahun 5 bulan di rumah orang tua Penggugat di
Dukuh Kebaturan, RT.002 RW.001, XxxXX;
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PU3US BRI KaTERN PR AHIKGPAR Penggugat dan Tergugat telah berhubungan
layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxx,
NIK. 3305112005090003, tempat, tanggal lahir; Kebumen, 20 Mei 2009,
jenis kelamin; Laki-laki, Pendidikan; SLTA, sekarang anak tersebut dalam

asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun
sejak bulan Desember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai
tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang disebabkan Penggugat yang
saat itu jatuh dari tangga sehingga kaki Penggugat harus dioperasi dan
setelah itu Penggugat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai
seorang istri secara penuh;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan Januari 2021, dengan penyebab masih tetap
seperti pada posita 4 dan Tergugat sudah mengembalikan dan
memasrahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, akhirnya Tergugat
pergi dan tinggal di rumah paman Tergugat yang bernama Bapak Ahmadi di
Dukuh Sumberan, RT.006 RW.002, Xxxxx, yang sampai saat ini sudah
berjalan kurang lebih 3 tahun 10 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan /
nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan
Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah
tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan
gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (b) PP. No. 9
tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan lebih dari 2 tahun;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya panjar perkara;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
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puiusRempekani@iesiald ferkéra ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa :
A. Surat :

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3305116204870003
tertanggal 06-02-2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah
dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua
Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 459/56/VI11/2008 tertanggal 19
Agustus 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah,
bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai
dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda
P.2;

B. Saksi:

1. Muhamad Mahrus bin Darso, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Pembantu P3N, tempat tinggal di Dusun Kwarasan RT 09 RW 01 Desa
Karangkembang Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen di bawah
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putusan §nApPeHRPA 2ak8PtE3éBut memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat datang kepersidangan ini dengan maksud akan
bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya sudah
dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis namun mulai akhir tahun 2020 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sekarang Penggugat
dan Tergugat sudah berpisah rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak awal tahun
2021 yang sampai sekarang sudah 3 tahun lebih,Tergugat yang pergi
meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Yang saksi tahu karena dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat
jatuh sehingga kaki Penggugat harus dioperasi namun Tergugat justru
pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua
Penggugat sedangan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat;

- Bahwa Selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang
kerumah Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa Selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada komunikasi lagi;

- Bahwa Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Margi Pancowati binti Suripto, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kebaturan RT 06 RW 01

Desa Karngkembang Kcamatan Alian Kabupaten Kebumen; di bawah
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putusan §nApPeHRPA 2ak8PtE3éBut memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan
bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun2008;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya sudah
dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun
dan harmonis namun mulai akhir tahun 2020 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sekarang Penggugat
dan Tergugat sudah berpisah rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak awal tahun
2021 yang sampai sekarang sudah 3 tahun lebih, Tergugat pergi
meninggalkan rumah;

- Bahwa Yang saksi tahu karena dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat
mengalami kecelakaan dan kakinya harus dioerasi sehingga
Penggugat tidak bisa menjalankan kewajiban Penggugat sebagai
seorang isteri;

- Bahwa Sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua
Penggugat sedangan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat;

- Bahwa Selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang
kerumah Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa Selama berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada komunikasi lagi;

- Bahwa Keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat da Tergugat
tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang

pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;
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putusan gxHwasHIANuiECpthak Penggugat tidak mengajukan keterangan

tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar

perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan
patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi
Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang
menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat,
hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah
menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara
baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap
berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat
bertempat tinggal di Dukuh Kebaturan, RT.002 RW.001, Xxxxx, wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan
ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
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putusan. MrRhkABERRBHHWADENdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara

Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya

telah dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2008 menurut hukum Islam, oleh
karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal
standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49
ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili

dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah
bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan
Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena
Tergugat mengalami kecelakaan dan kakinya harus dioerasi sehingga
Penggugat tidak bisa menjalankan kewajiban Penggugat sebagai seorang
isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi
yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian
pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti

otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang
dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di
depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah
memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat
tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2008;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah
orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang

anak;

Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putuBaHRAaNKEKaRRY PEh§quight dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun

10 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mengalami
kecelakaan dan kakinya harus dioerasi sehingga Penggugat tidak bisa
menjalankan kewajiban Penggugat sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan
atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang
lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu

telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi
syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR,

maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat
tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2008;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah
orang tua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang
anak;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun
10 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mengalami
kecelakaan dan kakinya harus dioerasi sehingga Penggugat tidak bisa
menjalankan kewajiban Penggugat sebagai seorang isteri;

- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka
dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak

melawan hukum;
Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat

dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai

Putusan Nomor 2451/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PUySH - Mt KB ANEaN NBu® ifldak  mungkin dapat disatukan kembali untuk

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

43

b

Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan
perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan

ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:
dills Wl ade sl lgagdangillde jaaedilll 3

Artinya: “Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan
talak suami terhadap istrinya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut
hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga
Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada
Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang
berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan
patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 05 Desember
2024 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 H oleh Drs. Khotibul
Umam sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, S.H., M.S.I. dan H. Masrukhin, S.H.,
M.Ag. masing — masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui
Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2024 M
bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 H. oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wening
Widayati Tagwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara

Elektronik oleh Penggugat dan secara Hybrid oleh Tergugat;

Hakim Ketua
ttd
Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Drs. Muslim, S.H., M.S.1. H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti
Ttd
Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses . Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp 68.000,00
Biaya Redaksi . Rp 10.000,00
Biaya Meterai . Rp 10.000,00
Biaya Sumpah . Rp 50.000,00

Jumlah : Rp  243.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.
Keterangan:
Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .............ccc........
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